BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah
berperan besar dalam pembangunan Negara kearah yang lebih baik termasuk
dibidang ekonomi. Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terkait dengan
fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi. Fungsi stabilisasi terkait dengan
upaya menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan
keamanan. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa publik

dan fungsi distribusi terkait dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana dipertegas dalam
Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesa Pasal 1 Ayat
(3) “Negara Indonesia adalah negara hukum’. Segala sesuatu yang dijalani
dalam kehidupan berbangsa telah diatur dengan undang-undang atau aturan
yang berlaku, yang mana saling berkaitan antara satu hal dengan hal yang lain.

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk
memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban
menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang, jasa, maupun

pembangunan infrastruktur.

! Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan
Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009, him.1.



Dalam melaksanakan fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan
jasa untuk publik, pemerintah menjalankan fungsi dengan melakukan proyek
pengadaan barang atau jasa. Agar fungsi dapat dilaksanakan dengan baik,
maka diperlukan ketentuan untuk mengaturnya.

Ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang atau jasa yang
dilaksanakan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015. Peraturan Presiden telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Peraturan Presiden
4/2015) Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuannya ketentuan dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah
agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien
dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil
bagi semua pihak. Hasilnya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik
dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas

pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Peraturan Presiden 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
diatur adanya keharusan penyerahan suatu jaminan yang diberikan oleh
principal kepada obligee. Adapun jenis jaminan dalam tersebut terdiri dari,
jaminan penawaran (bid bond/tender bond), jaminan pelaksanaan
(performance bond), jaminan uang muka (advance payment bond), jaminan

pemeliharaan (retention bond), dan jaminan sanggahan banding.



Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
menyebutkan, jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus
dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan
asuransi. Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar
nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah
surat pernyataan wanprestasi dari PKK/Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengaduan diterima oleh Penerbit Jaminan.

Sifat unconditional pada jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah berarti apabila terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut harus
bisa segera dicairkan pada saat diminta (claim) oleh obligee. Produk
penjaminan yang sesuai dengan prinsip unconditional, sebagaimana dalam
Peraturan Presiden 54/2010 adalah jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan
berbentuk bank garansi (bank guarantiee).

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dan
strategis untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, disebabkan salah
satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan
tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis, maka bank
merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan kepada
masyarakat yang membutuhkannya.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang
mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara.
Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang

mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang



membutuhkan dana atau (lack of funds). Fungsi bank tersebut bergerak dalam
kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan.?

Bank garansi atau garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh
bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya
menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu
dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak
memenuhi kewajibanya kepada si penerima jaminan.?

Terdapat berbagai jenis produk/jasa yang ditawarkan oleh pihak bank
kepada masyarakat. Selain produk dan jasa, bank juga menciptakan variasi
dan pola pemberian fasilitas kredit. Dengan berbagai variasi jenis produk dan
jasa yang ditawarkan oleh bank, maka masyarakat dapat dengan mudah
memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam
aktivitas perekonomian dan atau kegiatan bisnis yang dijalani.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan

2 Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Grup,
Jakarta 2005, him. 3

3 Muhammad djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, him. 403.



uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas
jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.*

Bank Garansi merupakan suatu bentuk jaminan pelaksana pembayaran
dari bank yang bersifat dependen dengan kontrak dasar. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dinamakan sebagai penanggung utang. Penanggung
disini berarti jaminan, yang terdapat pada Pasal 1820-1850 KUHPerdata yang
merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan
pada umumnya seperti jaminan perorangan, perusahaan dan bank garansi.
Yang diartikan dalam penanggung menurut Pasal 1820 KUHPerdata:

“Suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur,

mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur

itu tidak memenuhi perikatannya”.

Dalam menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung
mempunyai” Hak istimewa” yang diberikan undang-undang, yaitu untuk
memilih salah satu Pasal 1831 KUHperdata yang menyatakan:

“Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada berpiutang,
selain jika berutang lalai”. Atau Pasal 1832 KUHPerdata :“Penanggung tidak
dapat menuntut supaya benda-benda berhutang lebih dulu disita dan dijual
untuk melunasi utangnya”.

Pihak Penanggung dalam hal ini dapat perorangan, badan hukum,
bank ataupun lembaga keuangan. Lalu dikarenkan bank garansi merupakan

produk perbankan nasional dan sifatnya yang telah menjadi urgensi kebutuhan

4 Kasmir, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo
Persada, him. 25.




aktivitas bisnis maka dari itu keluar lah Surat Edaran Bank Indonesia
No0.23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 jo Surat Keputusan Direksi Bl No.
23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 disitu menjelaskan bahwa bank
garansi adalah pemberian janji secara tertulis dari bank kepada oblige untuk
jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu.>

Bank garansi, sebagaimana sifatnya, adalah suatu jaminan dari bank
dimana diperlukan syarat-syarat dan kondisi tertentu agar supaya penjamin
melaksanakan kewajibannya. Kondisi dimaksud adalah adanya suatu peristiwa
“wanprestasi” atau “default” atau “tidak dipenuhinya kewajiban” oleh
terjamin kepada pihak yang menerima jaminan. Prinsip inilah yang harus
dipegang teguh dan dipahami oleh seluruh masyarakat tentang bank garansi

Terbitnya warkat bank garansi yang bersifat unconditional memiliki
akibat hukum, yaitu pada setiap klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan
maka jaminan tersebut harus dapat dicairkan tanpa syarat, bank sebagai
penanggung harus dapat sesegera mungkin mencairkan bank garansi tersebut,
tanpa perlu adanya syarat pembuktian terhadap kelalaian atau wanprestasi.

Permasalahan yang sering timbul sehubungan dengan wanprestasi
dalam hal terjadinya pengajuan klaim oleh pemegang jaminan adalah
mengenai sudah terjadinya wanprestasi atau belum. Pihak debitur bank
merasa belum melakukan wanprestasi, tapi pihak pemegang jaminan sudah
mengajukan klaim kepada bank dengan alasan debitur lalai dalam

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

5 Muhammad djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2012, him. 403.



Dalam hal ini dicontohkan dalam kasus pemenang tender atas
pengadaan suku cadang kereta api oleh PT. NAWATA pada tanggal 17 Juli
2014 yang berupa 12 unit genzet 500 Kilo Volt Ampere yang didalam
perjanjian tersebut salah satu poin dalam perjanjian tersebut menyebutkan
apabila ada kerusakan dalam suku cadang genzet maka PT. Nawata akan
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan melakukan perbaikan atas unit
tersebut. Setelah dipakai oleh PT. Kereta Api Indonesia ternyata ada satu unit
gentzet yang bermasalah sehingga dibawa oleh PT. Nawata untuk diperbaiki
tapi dalam perbaikan tersebut PT. Kereta Api Indonesia menyatakan bahwa
PT. Nawata sebagai pihak yang bertanggung jawab telah melakukan kelalaian
dalam kewajibanya dalam perbaikan unit gentzet 500 Kilo Volt Amper,
sedangkan PT. Nawata sedang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk
memperbaiki unit tersebut dan PT. Kereta Api Indonesia mengundang PT.
Nawata untuk mengadakan rapat pertama dengan jadwal yang tidak
memungkinkan PT. Nawata hadir dalam rapat tersebut dikarenkan undangan
tersebut sampai pada tgl 4 november 2015 yang dimana rapat tersebut
diadakan di bandung pada tanggal 4 november 2015, maka PT. Nawata
mengajukan re-schedule atas jadwal tersebut dan PT. Kereta Api Indonesia
membuat jadwal pada tanggal 4 Nomveber yang dimana sampainya undangan
tersebut pada tanggal 6 November yang dimana undanganya dilaksanakan
pada tanggal 6 november 2015, maka pihak PT. Nawata tidak bisa menghadiri

undangan tersebut.



Setelah kejadian tersebut tidak ada kabar dari PT. Kereta Api
Indonesia untuk mengundang PT. Nawata terkait pernyataan kelalaian dalam
memperbaiki salah satu gentzet tersebut, tapi tiba-tiba dengan secara sepihak
PT. Kereta Api Indonesia memberitahukan kepada PT BPD Jawa Timur KCP.
Klampis Jaya, untuk segera mencairkan Bank Garansi Nomor
020/001.053/20/4904 kepada PT. Kereta Api Indonesia. Atas kehendak PT.
KAI, PT BPD Jawa Timur KCP. Klampis Jaya, mengirim surat kepada PT.
Nawata untuk meminta penjelasan atas permintaan PT. Kereta Api Indonesia
untuk mencairkan Bank Garansi, dan pihak dari PT. Nawata kaget melihat
pernyataan tersebut dan menjawab kepada PT. BPD Jawa Timur KCP.
Klampis Jaya, untuk tidak mencairkan Bank Garansi tersebut karena
permasalah ini masih dalam penyelesaian para pihak, tetapi pihak PT. Nawata
tidak mengerti mengapa PT. ASKRINDO secara sepihak juga membuat
pengajuan untuk terbitnya jaminan Bank Garansi kepada PT. Kereta Api
Indonesia. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi
bank garansi yang dilakukan oleh pihak bank apabila pihak yang dijamin
(applicant) melakukan Itikad buruk dalam kontrak pengadaan barang dan jasa
dengan pemilik tender.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menulisnya dalam bentuk
skripsi yang berjudul “ITIKAD BURUK PT. KAI DAN PT. ASKRINDO
TERHADAP PT. NAWATA DALAM PENCAIRAN BANK GARANSI

PADA PERJANJIAN PENGADAAN SUKU CADANG



DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN

1998 DAN PERATURAN PRESIDEN NO 4 TAHUN 2015 TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA”.

. ldentifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar
belakang diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya itikad buruk PT. KAI dan PT. ASKRINDO
terhadap PT. Nawata dalam perjanjian pengadaan suku cadang spare
part kereta api dalam hal pencairan Bank Garansi dihubungkan dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa?

2. Akibat hukum apakah yang ditimbulkan oleh PT. KAI dan PT.
Askrindo terhadap PT. Nawata dalam hal pencairan Bank Garansi pada
perjanjian perjanjian suku cadang dihubungkan dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 Dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa?

3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam mengatasi dugaan itikad buruk
yang dilakukan antara pihak PT. KAI dan PT. Askrindo terhadap
PT.Nawata?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya itikad buruk PT.KAI dan PT.

ASKRINDO terhadap PT. Nawata dalam perjanjian pengadaan suku
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cadang spare part kereta api dalam pencairan Bank Garansi
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan Dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan oleh PT.KAI dan
PT. ASKRINDO dalam hal pencairan Bank Garansi pada perjanjian
suku cadang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 dan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dugaan itikad buruk yang
dilakukan antara pihak PT. KAI dan PT. ASKRINDO terhadap PT.
Nawata.

D. Kegunaan Penelitian
Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa
penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen
masyarakat. Nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat
bagi berbagai pihak yang dimaksud dalam latar belakang penulisan ini.

Ada yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu;

1. Secara Teoritis
a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi
pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan
khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama

dalam itikad buruk PT.KAIl dan PT.ASKRINDO dalam
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pencairan Bank Garansi dihubungkan dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis
khususnya dan bagi para mahasiswa fakultas hukum pada
umumnya mengenai itikad buruk PT.KAI dan
PT.ASKRINDO dalam pencairan Bank Garansi
dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 dan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang
pengadaan barang dan jasa.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan
saran dan masukan kepada lembaga perbankan dalam
perlindungan hukum bank garansi akibat itikad buruk
dalam kontrak pengadaan suku cadang spare part.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan
kontrol khususnya bagi yang melakukan itikad buruk pada
pencairan bank garansi dalam perjanjian khususnya
perjanjian pengadaan suku cadang spare part.

E. Kerangka Pemikiran
Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara
Hukum yang mengandung makna dalam penyelengaraan Pemerintahan

dan bernegara didasarkan atas Hukum. Penegasan bahwa Indonesia ialah
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Negara Hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (rechtsstaat), tidak

berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat), dan pemerintahan berdasar

atas sistem konstitusi (Hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas).

Hukum perjanjian terdapat 2 istilah yang berasal dari bahasa
Belanda, yaitu Verbintenis dan Overeenkomst yang di atur dalam Buku 11
KUHPerdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313
yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.
Dalam menerjemahkan istilah tersebut dalam bahasa indonesia
mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam
pendapat para ahli dan sarjana hukum.’

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian ini
terdapat beberapa pendapat para sarjana antara lain :

a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai salah satu
perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan
mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang
lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan

tersebut, kemudian menurut R. Subekti perjanjian itu adalah

6 Azhary,Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya,
Penerbit Ul Press, Jakarta, 1995. him.21
7 R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung,1986. him. 3.
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peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal .8
b. R. Sudikno Mertokusumo mengemukakakan bahwa perjanjian

adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan hubungan hukum.®

Berdasarkan pendapat para sarjana dan ahli hukum tersebut dapat
disimpulkan bahwa dalam perjanjian minimal harus terdapat dua pihak
yang saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.
Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku 1ll Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah hubungan hukum antara dua orang atau
dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak memenuhi tuntutan itu.
Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut “kreditur” atau si berutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut “debitur”
atau siberutang.

Asas-asas hukum bukanlah suatu peraturan yang konkret,
melainkan merupakan pemikiran dasar yang bersifat umum atau yang
merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Maka asas
hukum merupakan petunjuk pembentukan hukum positif. Oleh karena itu
asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsinya adalah sebagai
pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam

keseluruhan tertib hukum.

8 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, him .1.
9 RM. Sudikno Mertokusumo, Megenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta
1988. him.97
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Merurut Sudikno Mertokusumo asas hukum itu adalah Pemikiran

dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan

konkret yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang

terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan

hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari

sifat-sifat umum yang terdapat pada peratu yang konkret.°

Di dalam hukum perjanjian itu sendri dikenal ada 5 asas perjanjian

yang, merajuk kepada pasal-pasal di dalm KUHPerdata:

1.

Asas kebebasan berkontrak.

Asas ini menggambarkan bahwa hukum bagi kedua belah pihak
adalah sepakat kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1
KUHPerdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.”

Asas Pacta Sunservanda

Asas ini tersimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 dan 2
KUHPerdata. Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai konsensualitas ini tercermin
dalam unsur pertama undang- undang bagi mereka yang membuat

nya.

19 1pid, hlm. 32
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Asas konsesualisme

Asas konsensualistas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasala
1320 KUHPerdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang
mengikatkan diri “ artinya daang dibuat secara sah berlaku sebagari
asas ini menurut Subeki adalah * pada dasarnya perjanjian dan
perikatan yang timbul karenanya itu sedah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan, sedangkan Pasal 1338 ayat (1)
KUHPerdata menyebutkan “ semua perjanjian yang dubuat sah
berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.”
Asas Itikad Baik

Menurut Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik
adalah melaksanakan perjajian dengan mengandalkan norma-
norma kepatutan dan kesusilaan. Dan Asas ini terdapat dalam Pasal
1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-
Perjanjian harus dilaksankan dengan itikad baik. Adapun yang
dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan
keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk
mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan

dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari
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perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad

baik.!!

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha
untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi.
Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pembangunan
ekonomi di negara ini. Untuk menunjang sektor tersebut diperlukan suatu
kebijaksanaan keuangan. Salah satu kebijaksanaan keuangan yang
menunjang pembangunan adalah lembaga keuangan dalam bentuk
perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana
masyarakat yang efektif dan sebagai penyalur yang cermat dari dana
tersebut untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jasa-jasa layanan
perbankan.

Fungsi Bank adalah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali
dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang
bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya
menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.*?

Fungsi bank sebagai financial intermediary adalah sebagai
menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam hal ini bank bertindak

sebagai perantara dan penghubung nasabah satu dengan yang lainnya jika

11 Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Sinar Grafika,
Jakarta, Cet. 2, 2004, him. 11
12 Malayu Hasibuan, Dasar — Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, him. 3
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melakukan transaksi. Wujud utama dari financial intermediary ini
adalah:®3
a. Menerima penitipan uang dan pengiriman uang, baik didalam

ataupun diluar negeri.

b. Melaksanakan pengamanan barang berharga.

C. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito

d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.

e. Penjamin emisi bagi perusahaan yang menjual sahamnya.

f. Mengadakan tranksaksi pembayaran luar negeri dalam bidang

Trade financing letter credit.

g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam tranksaksi
valuta asing dan lalu lintas devisa.

Menurut Sentosa Sembiring, bank adalah suatu badan usaha yang
berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat
menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya
kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Perlu
pengaturan khusus agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
bank sebagai jasa keuangan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
perbankan inilah yang menjadi objek studi hukum perbankan.4

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1

13 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2010, Hal. 10
14 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, PT. Mandar Maju, Bandung, 2012, him. 2
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ayat (1) menyatakan “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Jadi bank adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa
dalam keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-
jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam rangka melaksanakan kemitraan antar bank dan
nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perlu
dilandaskan beberapa asas dalam perbankan, maka diperlukan kembali
mengenai asas di dalam hukum. Asas perbankan antara lain:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasai ekonomi dijelaskan pada Pasal 2 undang-undang

nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal tersebut

menjelaskan bahwa, perbankan di Indonesia menggunakan asas
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Hal ini berarti usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan

prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

2. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha

bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan

nasabah. Bank terutama berkeja dari dana rakyat atau masyarakat

yang dititipkan kepadanya atas kepercayaan, sehingga bank harus
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tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga dan memelihara
kepercayan nasabah.

3. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan
bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang berhubungan
dengan keuangan yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan
wajib dirahasiakan. Kerahasian ini adalah untuk kepentingan bank
itu sendiri karena bank berkerja dengan dana masyarakat serta
kepercayaan nasabahnya

4. Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank
dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana
yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya serta kepercayan

masyarakat.®

Fungsi dan tujuan dari bank ini adalah sebagai agen of
development (bank-bank yang milik pemerintah) dan financial
intermediary. Bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen
pembangunan atau agen development yaitu suatu lembaga yang bertujuan
untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan

stabilitas nasional. Fungsi agen of development ini dilakukan oleh bank-

15 Umar Yusuf, Hukum Perbankan. http://eprints.ums.ac.id/48402/4/BAB/%201.pdf, di
unduh pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2018 Pukul 16.23 WIB.
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bank pemerintah terutama ditujukan untuk memelihara kestabilan moneter
di Indonesia. Wujud dari fungsi bank ini terlihat dalam program kredit,

yaitu kredit investasi kecil dan kredit modal usaha .

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan
oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar
kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam
hal ini nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wanprestasi). Istilah bank
garansi berasal dari bahasa belanda yaitu bank garantie . Pengertian bank
garansi ini terdapat pada keputusan Direksi Bank Indonesia nomor
11/110/Kep./Dir/lUUPB tentang Pemberian jaminan oleh bank dan jaminan
oleh lembaga keuangan yang Non-bank menyatakan,

“Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang

diterbikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang

mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang yang
menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji.”

Warkat menurut kamus Umum Bahasa Indonesia adalah barang
atau dokumen yaitu instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso,
yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan
mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat
kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu
pegawai. Tapi dalam hal ini warkat bank adalah surat yang diterbitkan

oleh bank untuk menjamin pihak ke-3, apabila yang menerima jaminan

wanprestasi.
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Bank Garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan
untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung
dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur, hal ini dapat dijumpai
dalam praktek pemborongan bagian dalam bentuk khusus yang disebut
Tender Garansi (tender bond) atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk
perfomance bond atau jaminan pelaksana perkerjaan.

Bank garansi dikategorikan sebagai kredit tidak langsung (non-
cash loan),yaitu fasilitas yang akan menjadi kredit apabila nasabah
wanprestasi, dimana bank memiliki kewajiban kepada pemberi jaminan
(beneficiary). Karena bersifat kredit tidak langsung (non-cash loan),maka
pemberian bank garansi memerlukan analisis kekayaan melalui penilaian
melalui credit momerandum terhadap nasabah seperti halnya nasabah yang
mengajukan kredit.*6

Dalam suatu pemberian bank garansi terdapat tiga pihak yang

terkait yaitu:

1. Penjamin, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.
2. Terjamin, pihak yang diberikan jaminan oleh bank.

3. Penerima jaminan, pihak yang menerima jaminan dari bank.%’

Berdasarkan  Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No0.23/88/KEP/DIR tanggal 18 maret 1991 tentang Pemberian Bank

16 Aniek Maschudah, Modul Klasikal Laboratorium Operasional Bank, STIE Perbanas,
Surabaya, 2016, him. 106.

w Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta,
2005,hlm. 87
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Garansi oleh bank. Jenis-jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan
tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis

bank garansi yang ada antara lain:*®

1. Garansi Bank Pita Cukai tembakau

Garansi yang di berikan kantor bea dan cukai sebagai jaminan
pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh
pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang di jamin adalah pabrik

rokok.

. Garansi Bank Penangguhan Bea Masuk

Garansi bank yang di berikan kepada kantor bea cukai sebagai
jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan

dari pelabuhan milik nasabah.

. Garansi Bank tender/Bid bond dalam negeri

Garansi bank yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar
dapat mengikuti tender atas suatu proyek. Garansi bank jenis
ini diberikan kepada nasabah bank yang mengikuti penawaran
atau tender utuk mengerjakan suatu proyek yang akan di
syaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dilakukan
oleh bank. Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin (nasabah)

tidak menerima penunjukan untuk melaksankan proyek,

him.227

18 Kasmir.Dr,Dasar-Dasar Perbankan, cetakan kedua media Indonesia. Jakarta, 2012
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padahal ini ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh
bouwheer atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.

4. Garansi bank pelaksanan /perfomance bond
Garansi bank ini di terbitkan oleh bank untuk menjamin
kepastian pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin
perfomance salah satu pihak melakukan transaksi.

5. Garansi bank Untuk Uang Muka
Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin
pembayaran (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon
garansi bank dari pemilik proyek (bouwheer) baik dalam
pembayaran uang muka maupun pembayaran keseluruhan
proyek tersebut. Terjadi cidera janji apabila pihak dijamin
(nasabah bank) tidak melaksanakan kewajiban untuk
melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikan,
padahal ia telah menerima uang muka atas proyek tersebut.

6. Garansi Bank Pemeliharan / retention bank.
Garansi bank yang diberikan pemilik proyek atau bouwheer
untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharan aset

atas proyek yang telah selesai oleh kontraktor.

Landasan dasar hukum mengenai itikad buruk dalam pencairan
Bank Garansi pada perjanjian pengadaan suku cadang kereta api, sebagai
instrument hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang

timbul akibat dari itikad buruk dalam pencairan Bank Garansi pada
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perjanjian pengadaan suku cadang kereta api, yaitu ada di dalam Pasal
1362 KUHPerdata mengenai tentang itikad buruk, Pasal 1820-1850
KUHPerdata yang merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang
jaminan penanggungan pada umumnya seperti jaminan perorangan,
perusahaan dan Bank Garansi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang
dan Jasa.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya dibawah
yang dapat dijadikan dasar hukum yang terkait dengan itikad buruk dalam
pencairan Bank Garansi pada perjanjian pengadaan suku cadang kereta api
salah satunya, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
11/110/Kep./Dir/lUPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan
Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non Bank dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang pemberian

Bank Garansi.

. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka sangatlah
diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang

bersifat ilmiah. Penelitian hukum Menurut Soerjono Soekanto, dalam
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bukunya Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa penelitian

hukum adalah?®:

“penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,
kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam
tehadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul
didalam gejala bersangkutan.”

Artinya penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang diharapkan
mampu memberikan pemecahan solusi atas permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam penyimpangan dan kritik terhadap perilaku atau gejala yang
bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif-Analitis,
yaitu : mengambarkan dan menguraikan secara sistematis semua
permasalahan, kemudian menganalisanya yang bertitik tolak pada
peraturan yang ada, sebagai dasar mengetahui tentang itikad buruk
yang dilakukan PT.KAI dan PT. ASKRINDO dalam pencairan

bank garansi pada perjanjian pengadaan suku cadang dihubungkan

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas indonesia Pres, Jakarta,
Cetakan-111, 1986. him 2.
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dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan undang-undang
nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis
Normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data
utama.?® Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan,
yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat
memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang
akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur,
karya-karya ilmiah, makalah , artikel, media masa, serta sumber
data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian
Sekunder dan penelitian Primer, pada penelitian Sekunder di
lakukan dengan cara inventarisir Data berupa bahan Hukum
Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan Hukum Tersier, pada
penelitian Primer di antaranya membuat pertanyaan dan
wawancara. Oleh karena itu penelitian di bagi menjadi 2 (dua)

tahap yaitu :

20 Roni Haniitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, jakarta, 1985, him 93.
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara
membaca dan mempelajari berbagai literatur dan
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah-
masalah yang di bahas. Adapun bahan Hukum yang
dipergunakan terdiri dari 3(tiga) macam yaitu :
1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang

mengikat seperti:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¢) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.

d) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 atas
perubahan keempat atas peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa.

e) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No :
23/88/KEP/DIR Tentang Pemberian Bank
Garansi

2) Bahan Hukum Sekunder
Berupa tulisan-tulisan para para ahli dibidang

hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan
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dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum

primer berupa doktrin® (pendapat para ahli

terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan
dokumen-dokumen terkait.
3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

kamus bahasa inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,

Kamus bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan
dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan
keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang
berlaku?? Penelitian ini diadakan untuk memperoleh
data primer, melengkapi data sekunder dalam studi
kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan
melalui interview atau wawancara dengan pihak terkait

yaitu PT. Kereta Api Indonesia .

2 1bid, him 94.
2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1985, him 15.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data

untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen
Studi dokumen vyaitu suatu alat pengumpulan data, yang
digunakan melalui data tertulis,”® dengan mempelajari materi-
materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan
peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memperoleh
data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang
sedang dibahas.

b. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam
permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh
jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data

diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian,

teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan

data primer adalah :

3 Ibid, him. 52.
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a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan
dengan cara menginvertarisasi bahan-bahan hukum berupa
catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic
penelitian, kemudian alat elektronik (computer) untuk
mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

b. Dalam penelitian lapangan alat pengumpul data yang
digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk
keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab
secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat
perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data
Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka
dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis

Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan

data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh data sekunder

apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan,
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis
dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-
undangan
7. Lokasi Penelitian
Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi
di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi

penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :
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a. Penelitian Kepustakaan

1) Perpustakaan  Fakultas  Hukum  Universitas
Pasundan Bandung JI. Lengkong Besar No. 68,
Cikawao, Lengkong, Kota Bandung.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja universitas
Padjajaran bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35
bandung.

b. Studi Lapangan

PT. Kereta Api Indonesia, JI. Perintis Kemerdekaan

No.1, Braga, Sumur Bandung, Babakan Ciamis, Sumur

Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111.

8. Jadwal Penelitian

No | Kegiatan Tahun 2018
Bulan
Feb | Maret | April | Mei Juni Juli
1 | Persiapan
Penyusunan
Proposal
2 | Seminar
Proposal
3 | Persiapan
Penelitian
4 | Pengumpulan
Data
5 | Pengolahan
Data
6 | Analisis Data
7 | Penyusunan
Hasil Penelitian
Ke dalam




Bentuk
Penulisan
Hukum
8 | Sidang
Komprehensif
9 | Perbaikan
10 | Penjilidan
11 | Pengesahan

*Keterangan: Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat

berubah.



